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 Topik utama dari penelitian ini yaitu membahas tentang Narapidana berkebutuhan 
khusus dan terjaminnya pelayanan Aksebilitas bagi Narapidana Difabel ditengah pandemi 
Covid-19 ini. Yang Tertuang sesuai UU/No 8 Thn 2016 Tentang Orang-orang berkebutuhan 
khusus atau bisa disebut Difabel (Penyandang Disabilitas) , mereka harus mendapatkan 
Hak-hak khusus , tetapi pada kenyataannya masih banyak para Difabel yang masih belum 
mendapatkan Hak-haknya tersebut. Dan penulisan ini bertujuan untuk menggambarkan 
tentang fakta-fakta yang ada di lapangan dan tentunya bagaimana mekanisme pelaksanaan 
Aksebilitas dan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak para Narapidana yang 
berkebutuhan khusus di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Serta untuk mengetahui apa saja 
hambatan dan kendala terhadap proses pelaksanaannya dimana pada saat ini terjadi sebuah 
pandemi virus yang sangat menggemparkan seluruh dunia. Penelitian ini dilakukan 
menggunakan metode penelitian kuantitatif dan penelitian hukum normative, dimana data 
penelitian diperoleh melalui studi pustaka. Dan  secara tidak langsung akan mengetahui 
analisa-analisa kelebihan dan kekurangan yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan 
dalam pelaksanaan implementasinya. Dan nantinya tulisan ini akan mengulas dan 
mengungkap bahwa ada beberapa  hak para Difabel yang dikiranya masih belum ada 
pemberian secara maksimal karena jumlah Narapidana Difabel masih sedikit di dalam 
Lapas, dan hal ini yang membuat para difabel merasa menjadi minoritas kecil sehingga 
jarang diperhatikan. Memberikan edukasi,Motivasi ditengah pandemi Virus Covid-19 ini 
adalah cara yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya stigmasisasi serta faktor dari 
sosial budaya yang melekat dari dalam dan luar lembaga. Pemberian perhatian khusus 
terhadap kaum Difabel ini dapat merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia, 
dikarenakan mereka juga makhluk ciptaan Tuhan, dengan hak yang sama, meskipun 
mereka menjalankan hidupnya dengan cara khusus. Kondisi ini diperkuat dengan langkah-
langkah dari dunia internasional dengan mendirikan berbagai macam instrument untuk 
memberikan perlindungan dan hak aksebilitas bagi para narapidana penyandang disabilitas. 
Dan di tingkat nasional pemerintah sudah menetapkan instrument hukum nasional untuk 
melindungi narapidana penyandang  disabilitas. 
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Kita semua tahu apa itu penyandang disabilitas atau kaum difabel, pengertian dari 
difabel itu sendiri yaitu orang yang tidak mempunyai kesempurnaan fisik untuk beraktifitas 
seperti orang-orang pada umumnya, yang dimana seseorang tersebut memiliki kekurangan 
fisik, mental, intelektual dan sensorik sehingga mengalami keterbatasan dalam melakukan 
kegiatan sehari-hari. 
Para kaum difabel atau orang berkebutuhan khusus ini wajib diberikan pelayanan 
yang memudahkan mereka untuk mendapatkan akses serta hak untuk berkegiatan sehari-
hari yang memungkinkan mereka berkehidupan layak seperti orang pada umumnya. Dan 
tentunya hal ini sesuai dengan Psl 9 UU/No.9/2011 tentang dijaminnya pemenuhan hak 
aksebilitas.  
Ditengah pandemik virus covid-19 ini disinyalir akan membuat kerentanan untuk 
narapidana lansia maupun kaum disabilitas didalam Lapas. Hal ini lah yang harus 
diperhatikan oleh semua instrument Unit Kerja dalam pemberian hak aksebilitas dan 
pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya kepada narapidana yang berkebutuhan khusus 
sehingga menciptakan Lapas dan Rutan yang ramah disabilitas bagi narapidana maupun 
keluarga narapidana tersebut. 
Pemberian Hak pelayanan dan aksebilitas ini kepada narapidana maupun keluarga 
narapidana merupakan sebuah langkah awal dalam sebuah perubahan yang dilakukan oleh 
semua instrument pemerintahan terkhususnya oleh Para petugas pemasyarakatan diunit 
kerja seluruh Indonesia dalam rangka meningkatkan pelayanan yang maksimal. 
Di UU/No.19/2011 menyatakan bahwa Hak itu mutlak dan harus dipenuhi oleh 
setiap Warga Negara Indonesia, yaitu Hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan 
perlindungan dalam situasi yang beresiko dan pada keadaan darurat,pengakuan setara 
dimata hukum, hak untuk mendapat kebebasan, keamanan, bebas dari rasa sakit dan 
perlakuan kejam, bebas dari eksploitasi, diskriminasi, pelecehan, penghormatan privasi, 
kebebasan dalam berekpresi,dapat aksebilitas informasi,berpartisipasi  dalam dunia public 
dan politik serta hak-hak ekonomi , social dan budaya lainnya dan hak atas kesehatan, 
rehabilitasi,habilitasi,pendidikan dan hak untuk pekerjaan. Dan tentunya sesuai UU ini Para 
penyandang Disabilitas atau Difabel harus mendapatkan hak yang sama. 
Yang menjadi kendala dalam keterbatasan pelaksanaan pemenuhan hak 
pelayanan,sarana prasarana dan aksebilitas bagi narapidana yang memiliki kecacatan fisik 
atau Difabel ialah karena kurangnya anggaran yang dimiliki oleh setiap Unit kerja dan 
anggaran tersebut sangat terbatas. Namun hal tersebut tidak menjadi masalah, Dikarenakan 
dengan anggaran yang terbatas dan sangat minim pihak Lapas bekerjasama dengan 
PUSHAM ( Pusat Studi Hak Asasi Manusia) untuk mendapatkan bantuan terkait sarana 
prasarana yang diperlukan.  
Dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan diseluruh Indonesia  telah seoptimal 
mungkin memberikan pelayanan yang terbaik untuk pemenuhan sarana dan prasarana 
tidak hanya untuk kaum disabilitas tetapi juga narapidana umum lainnya yang tidak 
termasuk disabilitas. Terkait narapidana penyandang disabilitas disetiap lapas  telah 
diberikannya kamar hunian khusus untuk disabilitas, pelayanan  kesehatan, pemberian alur 
kursi roda dan tentunya ada petugas yang dapat mendampingi narapidana tersebut.  




Ketersediaan pelayanan dan aksebilitas ini untuk menjamin pembinaan dan 
keberlangsungan hidup Narapidana disabilitas dalam semua aspek kehidupan diluar 
maupun di dalam Lapas. Dilihat dari berbagai pandangan dan stigma dari UU/No.4/1997 
yang masih kepada rasa belas kasihan yang secara langsung belum mendorong pelaksanaan 
hak dan kesempatan kepada para penyandang disabilitas yang dimana masih belum mampu 
mewujudkan perlindungan,penegakan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas 
dan pengenaan sanksi administratif dan pidana yang tidak maksimal namun kendatinya 
penyandang disabilitas ketika dihadapkan dimata hukum mendapat perlakuan yang sama 
dan tentunya mereka harus mendapatkan aksebilitas yang diselenggarakan oleh para 
penegak hukum dan tentunya di dalam Lapas. Ini dikarenakan para kaum Disabilitas  
mempunyai/ memiliki kedudukan  hukum yang sama dan memiliki hak asasi manusia yang 
setara dengan yang lainnya sebagai Warga Negara Indonesia dan tidak bisa terpisahkan dari 
Warga Negara Indonesia yang Adil dan Bermartabat.  
 
Dalam memperjelas hal ini tentang  pemidanaan di Indonesia bahwa proses sebuah 
peradilan pidana bagi para warga Negara terkhususnya Disabilitas harus  dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, dan tidak seperti pelaku tindak 
pidana lainnya, Orang yang mengalami kebutuhan khusus harus mendapatkan pelayanan 
akomodasi yang layak dan disediakan oleh penegak hukum dalam proses peradilanya 
sehingga memungkinkan mereka untuk beraktifitas seperti orang normal pada umumnya. 
 
PERUMUSAN MASALAH  
Bagaimanakah Upaya Memenuhi Hak Pelayanan dan Aksebilitas Penyandang 
Disabilitas ditengah pandemic Covid-19 didalam Lembaga Pemasyarakatan. 
 
METODE PENELITIAN 
Dalam membantu penelitian ini diperlukan metode metode penelitian  deskriptif 
yang dibantu dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan yang didasarkan 
pada beberapa sumber yang berasal dari buku, dokumen, literatur, internet dan jurnal 
ilmiah. Jadi dalam uraian diatas, maka kita dapat merumuskan beberapa permasalahan. 
 
 Tujuan dari penelitian ini yaitu : 1. Mengetahui kendala yang dialami Unit pelaksana  
teknis dalam mengupayakan pemenuhan hak pelayanan dan aksebilitas narapidana 
ditengah pandemic Virus Covid-19 dilembaga pemasyarakatan 




A. Hak Penyandang Disabilitas 
Yang menjadi dasar pemenuhan hak narapidana yang mengalami kecacatan fisik 
maupun mental serta sensoriknya dikarenakan banyaknya macam-macam disabilitas yaitu: 
 
Disabilitas Mental terganggunya fungsi pikiran, emosi, dan tingkah laku yang 
dialami seseorang antara lain: Psikososial diantaranya skizofrenia,depresi, anxietas, bipolar 
dan gangguan kepribadian; dan 




Disabilitas Perkembangan tubuh yang berpengaruh pada kemampuan berinteraksi 
sosial diantaranya autis dan hyperaktif. 
Selanjutnya , kelainan mental terdiri dari : 
1. Bermental Tinggi atau kemampuan intelektual diatas rata-rata , bertanggung 
jawab dan sangat kreatif. 
2. Bermental rendah dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu orang  yang agak 
lamban dalam proses belajarnya dan orang dengan berkebutuhan khusus. 
3. Mempunyai kesulitan belajar secara spesifik,dan biasanya berhubungan dengan 
prestasi beelajar yang didapat ketika berada di dalam kelas. 
a.   Disabilitas fisik yaitu terganggunya fungsi gerak tubuh, antara lain 
dikarenakan amputasi, lumpuh, kaku, paraplegi, celebral (CP), stroke, akibat 
kusta dan kelainan lainnya seperti orang kerdil atau kecil 
 
Kelainan ini meliputi beberapa macam yaitu : 
Kelainan Tubuh ( Tuna Daksa ) , Kelainan indra penglihatan (Tuna Netra), Kelainan 
pendengaran (Tuna Rungu), Kelainan Bicara (Tuna Wicara) Kelainan ini bersifat fungsional 
kemungkinan dikarenakan ketunarunguan danorganik yang memang disebabkan karena 
ketidak sempurnaan organ bicara dan gangguan pada organ motoriknya. 
b.   Disabilitas sensorik , yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, 
antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu dan disabilitas wicara. 
c.   Disabilitas intelektual , yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat 
kecerdasan dibawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita 
dan down syndrome. 
 
 Terkait dengan hak penyandang disabilitas , perlu di perhatikan tentang makna dari 
hak itu sendiri. Hak yang menjadi dasar setiap orang. Hak merupakan sesuatu hal yang 
tidak terpisahkan dari hakekat kemanusiaan. Ada 2 (dua) teori tentang hakikat dari hak, 
yaitu teori kehendak dan teori kepentingan atau teori kemanfaatan menurut (Lord lioyd of. 
Hamstead dan M.D.A Freeman) dan teori tersebut berkaitan dengan hukum,  Esesnsi hak 
bukanlah kekuasaan yang dijamin oleh hukum untuk merealisasikan suatu kepentingan, 
karena kehendaklah manusia tidak bekerja tanpa maksud apa-apa (in vacuo) tetapi 
menginginkan tujuan tertentu yaitu kepentingan menurut Paton 
 
Upaya yang dilakukan dalam pemenuhan Pelayanan 
Unit pelaksana Teknis diseluruh Indonesia sangat mengupayakan tentang sarana dan 
prasarana yang di perlukan untuk memenuhi kekurangan yang ada di unit kerjanya masing-
masing , dimana dalam kasus penanganan narapidana yang berkebutuhan khusus ini harus 
diperhatikan secara khusus sehingga tidak menimbulkan diskriminasi bagi individu 
tersebut. Hal yang harus diperhatikan dalam pelayanan di Unit pelaksana  yaitu : 
a. Menyediakannya kamar khusus dan  pelayanan untuk masa karantina bagi 
tahanan/ narapidana Penyandang Disabilitas. 
b. Menyediakan kebutuhan khusus ,seperti obat-obatan dan alat-alat disabilitas  
c. Menyediakan tempat untuk merehabilitasi bagi para Penyandang Disabilitas 
Mental  
 




d. Menyediakannya kamar khusus bagi disabillitas 
e. Memberikannya sarana dan prasarana yang diperlukan untuk keluarga 
narapidana diluar maupun didalam lapas. 
 
Ditengah masa pandemik covid-19 ini hal yang perlu diperhatikan oleh Unit 
Pelaksana Teknis di Lembaga Pemasyarakatan yaitu menerapkan system kesehatan yang 
sesuai prosedur protocol kesehatan sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
yang membahas tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas 
Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Covid-19 yaitu dengan 
memberikan bantuan alat kesehatan kepada Unit pelaksana dalam mewujudkan pelayanan 
bagi semua Narapidana dan terkhusus untuk narapidana Disabiilitas. 
 
Kendala-Kendala yang dialami dalam pengoptimalan pelayanan Aksebilitas Di 
Lapas 
Pemenuhan hak dari Narapidana dissabilitas atas Aksebilitas di Lembaga 
Pemasyarakatan yang mungkin sampai saat ini masih belum terpenuhi dikarenakan adanya 
bebarapa factor terutama masalah anggaran, sumber daya dalam melaksanakan pelayanan 
tersebut  dan hal –hal lainnya.  
 Narapidana Disabilitas berhak memiliki hak pelayanan khusus dan ada dua hak 
pelayanan tersebut yaitu : 
1. Mendapatkan hak akomodasi dan mobilitas  yang layak dalam Pelayanan yang 
optimal , wajar, bermanfaat,  bermartabat tanpa Diskriminasi, dan 
2. Mendapatkan Bimbingan dan pendampingan ,penerjemah dan lain-lainnya 
 
 Penyediaan sarana dan prasarana Aksebilitas  di dalam Lapas merupakan kebutuhan 
untuk para narapidana penderita penyandang disabilitas. Lingkungan rekan narapidana  
diperlukan untuk berjalannya program pelayanan ini. Dimana rekan sesama narapidana bisa 
saling membantu ketika ada rekannya yang mengalami kesulitan ketika melakukan aktifitas 
yang tidak bisa dilakukan oleh narapidana disabilitas tersebut. Ketika lingkungannya 
mendukung dan dapat diakses akan memperlancar dan memberi kemudahan mobilitas bagi 
para narapidana disabilitas karena keterbatasan fisik dalam segala aspek kehidupannya. 
 
Pemberian sarana dan prasarana Aksebilitas yang tepat untuk Narapidana atau 
Tahanan penyandang disabilitas didalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan 
merupakan hal yang sangat perlu dilakukan dikarenakan untuk memudahkan para 
penyandang disabilitas melakukan aktifitasnya, dan ini merupakan pemenuhan Haknya 
secara nyata sehingga mereka mendapat perlakuan khusus secara umum namun tetap sama 
dimata hukum ketika melakukan sebuah pidana. 
Sarana yang harus ada dan diperlukan untuk penyandang disabilitas dilapas yaitu 
tersedianya: 
1. Kursi Roda 
2. Alat Pedengar 
3. Aksebilitas Jalan datar untuk kursi roda 
4. Tongkat 
5. dan lain-lain. 




Sarana tersebut sesuai dengan kekurangan yang dimiliki oleh para penyandang 
disabilitas sehingga nantinya akan membuat para penyandang disabilitas merasa aman 
ketika melakukan kegiatan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. 
 
 Di Indonesia , hingga sampai saat ini masih sangat kurang dalam hak pelayanan 
disabilitas untuk orang dikarenakan masih terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai 
dan belum dapat digunakan oleh kelompok masyarakat yang mempunyai keterbatasan fisik 
atau orang berkebutuhan khusus. Sedangkan di Lapas atau Rutan sudah ada program untuk 
pengoptimalan akses untuk Narapidana maupun tamu para narapidana ketika berkunjung 
kedalam Lapas walaupun sarana dan prasarana nya sangat terbatas namun unit pelaksana 




Setiap Pelayanan yang diberikan kepada Setiap Orang merupakan pemenuhan dalam 
rangka kesetaraan HAM sebagai Warga Negara Indonesia, termasuk dalam pelayanan yang 
bisa diakses oleh para penyandang disabilitas. Walaupun ditengah Pandemi virus Corona 
ini pemerintah telah menjamin pemenuhan hak  terhadap fasilitas bagi penyandang 
disabilitas dalam beberapa kebijakan, dan tentunya pemberian pelayanan sarana dan 
prasarana serta beberapa alat protocol kesehatan untuk para Narapidana di dalam Lembaga 
Pemasyarakatan sudah terpenuhi dengan baik dan sesuai standard sesuai peraturan yang 
berlaku saat ini. 
 
 Aksebilitas Merupakan sebuah syarat yang sangat penting bagi penyandang 
disabilitas untuk menjalankan aktivitas kehidupannya dalam segala aspek sesuai standar 
yang telah ditetapkan oleh pemerintah dimana dengan pelayanan yang baik dapat 
membantu meringankan kondisi dari narapidana yang memiliki kebutuhan khusus. 
 
Saran 
Diperlukannya kosnsistensi dan kesadaran bagi semua masyarakat,petugas Lembaga 
Pemasyarakatan, maupun pemerintah serta peran aktif seluruh skateholders tentang 
pentingnya penyediaan sarana prasarana yang ramah bagi para Disabilitas , sehingga para 
Disabilitas memerlukan perhatian dan pembimbingan khusus untuk dibuatkannya fasilitas 
yang membantu mereka untuk menjalani kesehariannya dan harus meningkatkan fasilitas 
yang ramah terhadap penyandang disabilitas sehingga membuat para penyandang merasa 
nyaman walupun mereka berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.  
Sistem pengawasan bagi penyandang disabilitas sangatlah penting , ini bertujuan 
untuk membantu dan mempermudah aksebilitas bagi penyandang disabilitas dn tentunya 
dibutuhkan dukungan dari berbagai skateholders sebagai bentuk diperhatikannya 
pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam upaya penyediaan fasilitas aksesibilitas 
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